
BUPATIMAJALENGKA
PROVINSIJAWABARAT

KEPUTUSANBUPATIMAJALENGKA

NOMOR640/Kep.758-DPKPP/2021

TENTANG

PENETAPANDANPENYERAHANPRASARANASARANAUTILITAS
PERUMAHANMAJALENGKAPERMAI

DARIKETUAFORUMKOMUNIKASIWARGA
PERUMAHANMAJALENGKAPERMAI

KEPADAPEMERINTAHKABUPATENMAJALENGKA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan
prasarana, sarana, dan utilitas peru mahan dan
permukiman perlu dilakukan penyediaan dan
penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas peru mahan
dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah
Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, serta sesuai ketentuan
Peraturan Bupati Majalengka Nomor 86 Tahun 2020
tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten
Majalengka, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati
Majalengka tentang Penyerahan Prasarana Sarana
Utilitas Perumahan Majalengka Permai dari Ketua
Forum Komunikasi Warga Perumahan Majalengka
Permai Kepada Pemerintah Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang 2
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 207 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5188);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5252);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang
Penyediaan Penggunaan Tanah untuk Keperluan
Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

12. Peraturan 3
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5883);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

14. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun
2014 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri PekeIjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018
Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

17. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 86 Tahun 2020
tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana
Utilitas Perumahan dan Permukiman di Kabupaten
Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 89).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Penyerahan
Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan untuk Warga
Perumahan Majalengka Permai Ke1urahan Simpeureum
Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dari Ketua
Forum Komunikasi Warga Majalengka Permai kepada
Pemerintah Kabupaten Majalengka Nomor 06-
PSU/DPKPP/2021 Tanggal 27 April 2021.

MEMUTUSKAN: 4
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Menetapkan

KESATU

KEDUA
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan Penyerahan Prasarana Sarana Utilitas.
Perumahan Majalengka Permai Dari Ketua Forum
Komunikasi Warga Perumahan Majalengka Permai Kepada
Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan rindan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari temyata terdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30J Juli 2021

BUPATIMAJALENGKA,



LAMPlRAN KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 640 /Kep.758-DPKPP /2021
TANGGAL 30 Juli 2021
TENTANG PENETAPAN DAN PENYERAHAN PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN MAJALENGKA PERMAI

DARI KETUA FORUM KOMUNlKASI WARGA PERUMAHAN MAJALENGKA PERMAI KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

PRASARANA SARANA UTILITAS PERUMAHAN MAJALENGKA PERMAI YANG DISERAHTERIMAKAN
DARI FORUM KOMUNlKASI WARGA PERUMAHAN MAJALENGKA PERMAI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR SPESIFIKASI JUMLAH
U1mran Barang I Keadaan Ket

NoUrut Nama I Jenis Barang Kriteria Penggunaan I No. Sertifikat, Bahan Taboo Konstru1C1i Satuan Barang Barang Harga(Rp)

PSU Lokasi TanggaI Perolehan (p.SP.D) (BIKBIRB)

Tanalt
1 TanahJalan Prasarana Ja1an Proses Pengajuan 1998 L: 2.359 M' Baik 1.891.918.000

2 Tanah Drainase Prasarana Drainase Proses Pengajuan 1998 L: 1.296 M' Baik 1.039.231.600

3 TanahMesjid Sarana Mesjid Proses Pengajuan 1998 L: 692 M' Baik 554.735.380
JUMLAH TANAH 4.346 M' 3.485.884.980

Jalan
I JaianA Prasarana RT.14/RW.05 Proses Pengajuan TeelfordIBatu 15/20 2020 L: 32 M' Baik 1 1.653.600

LPAIAggregat A 15 em L: 24 M' Baik I 1.468.780
Ae-We/Aspal 1: 113 M' Baik 1 25.492.800

2 Jalan B Prasarana RT.14/RW.05 Proses Pengajuan TeelfordIBatu 15/20 2020 L: 61 M' Baik I 3.182.400
LPAIAggregat A 15 em 1: 46 M' Baik 1 2.845.800

Ae-We/Aspal L: 187 M' Baik 1 42.205.500

3 Jalan C Prasarana RT.14/RW.05 Proses Pengajuan TeelfordIBatu 15/20 2020 1: 128 M' Baik I 6.676.800
LPAIAggregat A 15 em L: 96 M' Baik 1 5.970.600

Ae-We/Aspal L: 402 M' Baik 1 90.906.240

4 Jalan D Prasarana RT.14/RW.05 Proses Pengajuan TeelfordIBatu 15120 2020 L: 44 M' Baik 1 2.280.720
LPAIAggregat A 15 em 1: 33 M' Baik 1 2.036.700

Ae-We/Aspal L: 133 M' Baik 1 30.125.800

5 Jalan E Prasarana RT.14/RW.05 Proses Pengajuan TeelfordIBatu 15/20 2020 1: 66 M' Baik 1 3.420.560
LPAIAggregat A 15 em L: 49 M' Baik 1 3.059.080

Ae-We/Aspal L: 229 M' Baik 1 51.708.800

6 JaIanF Prasarana RT.14/RW.05 Proses Pengajuan TeeifordIBatu 15/20 2020 L: 82 M' Baik I 4.255.680
LPAIAggregat A 15 em L: 61 M' Baik I 3.805.560

Ae-We/Aspal L: 316 M' Baik I 71.461.200

7 Jalan G Prasarana RT.14/RW.05 Proses Pengajuan TeelfordIBatu 15/20 2020 1: 53 M' Baik 1 2.745.600
LPAIAggregat A 15 em L: 53 M' Baik 1 3.273.600

Ae-We/Aspal L: 40 M' Baik 1 8.949.600
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8 Jalan H Prasaralla RT.14/RW.05 Proses Pengajuan TeelfordIBatu 15/20 2020 L: 72 M3 Baik 1 3.718.000
LPAIAggregat A 15 em L: 54 M3 Baik 1 3.325.060

Ae-We/Aspal L: 260 M2 Baik 1 58.760.000

9 Jalan I Prasarana RT.14/RW.05 Proses Pengajuan Teelford/Batu 15/20 2020 L: 42 M3 Baik 1 2.163.720

LPAIAggregat A 15 em L: 31 M3 Baik 1 1.935.020

Ae-W e/Aspal L: 146 M2 Baik 1 32.996.000

10 Jalan J Prasarana RT.14/RW.05 Proses Pengaiuan Teelford/Batu 15/20 2020 L: 35 M3 Baik J 1.838.720

LPAIAggregat A 15 em L: 27 M3 Baik 1 1.644.240

Ae-We/Aspal L: 104 M2 Baik 1 23.504.000

11 Jalan K Prasarana RT.14/RW.05 Proses Pengajuan Teelford/Batu 15/20 2020 L: 35 M3 Baik 1 1.838.720

LPAIAggregat A 15 em L: 27 M3 Baik 1 1.644.240

Ae-W e/Aspal L: 104 M2 Baik 1 23.504.000

12 Jalan L Prasaralla RT.14/RW.05 Proses Pengajuan TeelfordIBatu 15/20 2020 L: 35 M3 Baik 1 1.838.720

LPAIAggregat A 15 em L: 27 M3 Baik 1 1.644.240

Ae-W e/Aspal L: 104 M2 Baik I 23.504.000

JUMLAH BANGUNAN JALAN
Teelford & Agregat 1.212 M3 68.266.160

Aspal 2.138 M' 483.117.940

Bangunan
1 Mesjid Sarana RT.14/RW.05 Proses Pengajuan 2005 L: 196 M2 Baik 1 I 190.153.920

JUMLAH BANGUNAN 1961 M2 190.153.920

Bangunan Air/Irigasi
1 IDrainase I Prasarana Tersebar Proses Pengajuan 2020 L: 1.296 MJ Baik 1 I 907.060.000

JUMLAH DRAINASE 1.2961 MJ 907.060.000

Instalasi
1 IpJU Utilitas Tersebar Proses Pengajuan 14 Unit Baik 1 14.000.000

JUMLAH INSTALASI 141 14.000.000

JUMLAH TOTAL 5.148.483.000

BUPATIMAJALENGKA

-i1iid.
KARNA SOBA1I1
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